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ABSTRAK. Penelitian ini difokuskan untuk mencari gambaran mengenai relasi partai 
politik dengan  konstituen dalam mencari dukungan massa. Penelitian ini dilakukan 
dengan menggunakan pendekatan kuantitatif yang dioperasionalkan melalui metode 
survei pakar, di mana kuesioner disebarkan kepada responden yang dipandang 
memiliki pengetahuan luas dan mendalam tentang partai politik, kampanye, dan 
pemilihan umum maupun lokal yang berlangsung di lokasi penelitian, serta memiliki 
pengetahuan tentang konteks politik lokal di lokasi penelitian. Responden terdiri dari 
elit partai politik, akademisi, tokoh masyarakat, dan media massa lokal di kedua lokasi 
penelitian. Hasil analisis data menunjukkan bahwa pengelolaan organisasi partai politik 
di tingkat lokal diintervensi oleh pengurus pusat, mekanisme pertukaran masih bersifat 
transaksional dengan faktor uang yang paling peran, partai dan kandidat tidak terlalu 
melakukan pengawasan dengan ketat, partai politik saat ini lebih bersifat non 
ideologis, dan partai politik belum menggunakan strategi yang efektif dalam 
penggalangan dukungan. Agar relasi partai politik dan konstituen menjadi lebih 
demokratis, maka kami menyarankan pimpinan partai pusat memberikan otonomi 
kepada partai di tingkat lokal untuk mengambil keputusan sendiri dengan cara 
memperkuat organisasi partai di tingkat lokal baik sumber daya manusia ataupun 
sumber keuangan partai. 
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RELATIONSHIP OF POLITICAL PARTIES AND CONSTITUENTS 
IN KOTA BANDUNG AND KABUPATEN SUMEDANG 
 
ABSTRACT. This research focuses on describing the relationships of political parties 
with constituents in seeking popular support. This research was conducted by using a 
quantitative approach which operated through an expert survey method, in which the 
questionnaires distributed to respondents who viewed a broad and deep knowledge 
about political parties, campaigns, and general and local elections that took place at 
the study locations, and have knowledge about the political context locally at the 
locations. Respondents consisted of elite political parties, academics, community 
leaders, and local mass media in the two study sites. The results of data analysis 
showed that the management of political party organization at the local level of 
intervention by the central board, is still a transactional exchange mechanism with the 
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money factor that most roles, parties and candidates are not too tight supervision, 
political parties are now more non-ideological, and the party politics have not used an 
effective strategy in raising support. In order for political parties and constituency 
relations become more democratic, then we suggest that the central party leadership 
to give autonomy to the parties at the local level to make their own decisions by 
strengthening the party organization at the local level either human resources or 
financial resources of the party. 
Keywords: political parties, constituents 
 
PENDAHULUAN 
Dalam banyak literatur yang membahas tentang pelembagaan atau konsolidasii 
demokrasi, partai politik ditempatkan sebagai salahsatu instrumen strategis yang 
menentukan keberhasilan bekerjanya demokrasi sebagai sebuah sistem. Partai politik 
berperan penting dalam rekrutmen dan kaderisasi kepemimpinan politik sehingga 
menjadi ‘pintu masuk’ utama untuk menumbuhkan praktik-praktik demokratis dalam 
pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan publik. Meskipun berperan 
penting, tapi keberadaan partai politik di negara-negara berkembang justru lebih 
banyak dipandang negatif. Pandangan negatif ini muncul karena partai politik, seperti 
di Indonesia, lebih banyak muncul ketika menjelang pemilihan umum berlangsung 
sementara pada masa-masa di luar itu, relatif tidak berfungsi efektif. Demikian pula 
dari sisi sumber daya manusia, partai politik di Indonesia banyak memiliki kader yang 
dipandang kurang memiliki kapasitas untuk melakukan fungsi-fungsi politik secara 
optimal. 
Berbeda dengan perkembangan partai politik di negara-negara industri maju yang 
bertumbuh melalui proses panjang sehingga memiliki peluang untuk meningkatkan 
kapasitasnya seoptimal mungkin, partai politik di negara-negara berkembang lahir dan 
tumbuh melalui proses yang berbeda. Sejarah partai politik di Indonesia bermula dari 
partai-partai yang lahir di kalangan elit terdidik dengan semangat kebangsaan untuk 
memperjuangkan kemerdekaan. Pada periode ini, ideologi masih sangat berperan 
sebagai identitas partai, termasuk dalam pola pengambilan keputusan. Memasuki 
periode Orde Baru, partai politik mengalami penurunan keberfungsian yang sangat 
signifikan. 
Ketika reformasi berlangsung, kemunculan banyak partai politik baru tidak 
berbanding lurus dengan kualitas organisasi maupun sumber daya manusianya. Di 
level lokal, demokratisasi ditandai dengan pemilihan kepala daerah secara langsung, di 
mana partai politik juga berperan penting sebagai ‘kendaraan politik’ untuk 
mempromosikan para figur yang berpotensi untuk menjadi pemimpin politik tertinggi 
di daerah. Peran ini kenyataannya lebih banyak dilaksanakan dengan pertimbangan 
pragmatis, sebagaimana tampak dari kecenderungan partai politik untuk mengajukan 
